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ABSTRAK

ZULKARNAIN. Etika Pegawai dalam Pelayanan Publik di Kantor
Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawes Selatan. (Dibimbing oleh
Lukman Hakim dan Anwar Parawangi).

Etika pegawai merupakan wujud kontrol dalam melaksanakan tugas
pokok, fungsi dan kewenangan sehingga pegawai aparatur sipil Negara harus
menjadikan etika pegawa sebaga pedoman dalam menjaankan tugasnya
sehingga dapat mewujudkan pelayanan administrasi yang baik. Oleh karena itu,
peneliti terdorong untuk mencoba mencari tahu bagaimana etika pegawai dalam
pelayanan publik di Kantor Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Penelitian deskriptif - kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui (1)
persaman (equality); (2) kestiaan (loyality); (3) tanggung jawab (responsibility)
yang diberikan penyelenggara pelayanan publik di Kantor Kecamatan Manggala
Kota Makassar kepada masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas
obsrvasi dan wawancara serta dokumen-dokumen tertulis.

Hasil pendlitian antara lain (1) Persamaan (equality) yang diberikan
penyelenggara pelayanan publik di Kantor Kecamatan Manggala, tingkat
kepuasan masyarakat bagus hanya saja tingkat kepuasan masyarakat belum
maksimal. (2) kesetiaan (loyality) yang diberikan antaralain tentang kepuasan dan
kepercayaan masyarakat serta kemudahakan akses yang diberikan oleh pegawai
kecamatan kepada masyarakat. (3) tanggung jawab (responsibility) yang diberikan
seperti bekerja secara ikhlas dalam“melayani masyarakat tanpa adanya pungutan
tambahan sesuai dengan ketentuan yang telah berlalu disamping itu pegawal
pemerintahan akan mengambil tanggung jawab atas tindakannya

Kata Kunci Etika Birokrasi, Pelayanan Publik, Kecamatan Manggaa
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

K elancaran pel aksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional
sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur Negara. Pegawai
Negeri Sipil atau aparatur birokrasi adalah merupakan unsur aparatur Negara yang
menjalankan tugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada
masyarakat. Untuk menjamin tercapainyatujuan pembangunan nasiona diperlukan
aparatur birokrasi (PNS) yang netral, mampu menjaga persaivan dan kesatuan
bangsa, professional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Kenyataanya selama ini kondisi lingkungan aparatur birokrasi masih adanya
permasalahan serius yang harus diatast, -antara lain : (1) pelaksanaan tugas-tugas
umum pemerintahan belum sepenuhnya. berjalan efisien dan efektif, sehingga
pembangunan aparatur birokras masih harus ditingkatkan dan diarahkan pada
peningkatan efisiensi dan efektivitas;, (2) Di lingkungan aparatur birokrasi ada
ggaa mash belum bersh dan sering merusak kewibawannya, sehingga
pembangunan aparatur birokras terus diarahkan pada mewujudkan aparatur yang
bersih dan berwibawa; (3) Di lingkungan aparatur birokras masih sering ditemui
adanya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan lainnya seperti korupsi,
kolusi dan nepotisme, pungutan liar,kebocoran dan pemborosan; sehingga itu
pembinaan, penertiban dan pendayagunaan aparatur pemerintah/birokrasi terus

ditingkatlkan. Beberapa fenomena permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di



lingkungan aparatur birokrasi pada tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah
(Santiarsi dkk. 2004, Hal. 1)

Lemahnya etika pelayanan publik menyebabkan banyaknya persoalan —
persoalan publik yang berkaitan kepentingan masyarakat terabaikan, bahkan
masyarakat harus menjadi korban dari kebijakan yang tidak etis. Konsep pelayanan
publik yang harusnya bisa mensgahterakan masyarakat, berdasarkan hak — hak
mereka menjadi tidak terlaksana, pelayanan yang berbelit — belit, sikap aparatur
yang cuek terhadap kepentingan masyarakat, minta dilayani bukan melayani,
menjadi hal yang lumrah terjadi saat ini. Seperti dikatakan oleh Weber, birokrasi
dirancang untuk memberi perlakuan yang sama setigp orang. la memberikan
pekerjaan. la pun memberikan layanan dasar dengan tanpa embel — embel dan
sesua untuk semua yang dibutuhan dan diharapkan oleh masyarakat selama era

industry, seperti jalan, jalan raya, saluranair, sekolah. (Osborne. 2003:16)

Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai
tujuan nasional, sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan peangabdian aparatur
Negara. Dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian. Agar pegawa negeri sipil mampu melaksanakan
tugasnya sebagaimana tersebut diatas secara berdaya guna dan berhasil guna,
diperlukan pembinaan secara terus dan berkesinambungan. Pembinaan PNS akan
berhasi| dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan etika atau
kode etik dalam melaksanakan tugas-tugas dan pergaulan hidup sehari-hari

sebagaimana mestinya. Kehidupan sehari-hari yaitu etika dalam bernegara, etika



dalam organisasi/instansi. Etika dalam bermasyarakat, etika dalam diri sendiri, dan
etika terhadap sesame PNS.

Etika aparatur pemerintahan berisi gjaran-gjaran moral dan asas-asas kelakuan
yang baik bagi aparatur pemerintahan dalam menunaikan tugas dan melakukan
tindakan jabatannya. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa etika PNS
merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS didalam
mel aksanakan tugas kedinasan ataupun dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Dalam jurnal yang ditulis, Ahmad Husnan Aksa (2010:127) tentang “Etika
Administrasi - Publik Peranannya Daam Mewujudkan Good Governance”,
dijelaskan bahwasanya moral merupakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi
seorang yang beragama. Dengan melaksanakan ajaran agamanya pada masing-
masing komponen tersebut maka moral. masing-masing pelaku akan berperan
penting dalam membina tata pemerintahan yang baik. Salah satu komponen yang
sangat menentukan untuk melahirkan tata pemerintahan yang baik adalah moral
selain tiga komponen pemerintah, swasta dan rakyat.

Etika pegawa memang diharapkan berperan besar dalam pelaksanaan seluruh
rencana Negara yang telah diputuskan dalam kebijakan public. Namun dalam
praktek pemerintahan Negara, peran pegawa seringkali diragukan untuk dapat
menghidupkan dan mendinamisasikan proses demokratisasi, karena sifat birokrasi
manapun pasti tidak dinamis.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani
setiap warga Negara danpenduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan public harus



dilaksanakan oleh pemerintah sebaga penyelenggara Negara yaitu dalam berbagai
sector pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan
kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang
menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus perlu adanya suatu pelayanan.
Pelayanan public atau pelayanan umumialah segala bentuk jasa pelayanan, baik
dalam bentuk barang public maupun jasa public yang pada prinsipnya menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan
di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam
rangka upaya pemenuhan ' kebutuhan masyarakat -maupun  dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan public, yaitu;
pelayanan public yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan bagi setiap
warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau Pelayanan Administrasi
yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Public.

Belum maksimalnya kinerja aparatur pelayanan publik tentu tidak hanya
disebabkan oleh kurangnya aiau lemahnya kemampuan pengetahuan dan
keterampilan atau kecakapan bekerja yang dimiliki, tetapi juga dapat bersumber
dari sikap dan perilaku yang kurang atau tidak baik/benar dari aparatur/PNS itu
sendiri seperti : tidak suka berdisiplin tinggi, kurang bertanggung jawab, tidak mau
atau kurang bekerjasama, tidak/kurang bersemangat, tidak mau berinisiatif dalam
memecahkan persoalan yang muncul, kurangnya kepekaan dalam bekerja, dan

lain-lain sebagainya.



Sikap atau perilaku kurang atau tidak baik yang masih ditemui dikalangan
aparatur pelayanan publik tersebut dapat tercipta disebabkan antara lain oleh
kurangnya pengetahuan, pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai etika
PNS. Sebagaimanadiketahui bahwa dalam administrasi publik etika PNS atau yang
sering disebut kode etik PNS adalah merupakan ketentuan-ketentuan atau standar-
standar yang mengatur perilaku moral para aparatur/PNS. Etika PNS berisi gjaran-
garan mora dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparatur/PNS dalam
menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya.

Salah -~ satu  kasus mengenai program  E-KTP  yang ditulis oleh
Sulawesi.bisnis.com, 16 Juli 2016, “Katanya satu bulan baru jadi, padahal kami
sudah menunggu lama. Alasannya, tidak ada material dan hanya didata dulu, urus
hari ini bulan depan baru diambil,” keluh Ardiansyah di Makassar, Sulawesi
Selatan. Diamengaku telah mengurus ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Makassar, kemudian diminta balik lagi pada Senin depan karena jaringan
internet sedang bermasal ah.

Dikecamatan Manggala Kota Makassar ada berbagal kasus dalam sistem
birokrasi yang menghambat masyarakat dalam memperoleh apa yang dibutuhkan.
Di antaranya adalah Legalisasi KTP dan KK, Rekomendasi/pengesahan pernyataan
belum menikah, Rekomendasi/pengesahan surat keterangan miskin,. Kendala yang
dialami masyarakat ialah pelayanan yang dinilai sedikit lambat dan tidak tepat
waktu yang sudah ditentukan, sehingga masyarakat harus mengorbankan waktu dan
meninggalkan pekerjaannya. Kejadian yang memprihatinkan adalah dalam

Legalisass KTP dan KK seringkai terjadi kesenjangan (gap) pelayanan.



Kesenjangan yang terjadi di Kecamatan Manggala, yang membayar |ebih, akan
memperoleh pelayanan lebih cepat dibanding yang membayar sedikit. Ini berarti
bahwa masyarakat yang kurang mampu memperoleh perlakuan yang tidak sama.

Berdasarkan uraian di atas, pendliti tertarik untuk meneliti dengan memilih
judul: “Etika Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan
Manggala Kota Makassar “.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar bel akang masalah dan melihat luasnya cakupan masalah di
atas, maka penulis menganggap penting merumuskan masalah yang menjadi bahan
penelitian yaitu “Bagaimana Etika Pegawa Dalam Pelayanan Publik Di Kantor
K ecamatan Manggala K ota M akassar”?
C. Manfaat Dan Tujuan Penelitian

a. Tujuan penelitianini adalah :

1. Untuk mengetahui persaman (equality) yang diberikan penyelenggara
pelayanan publik di Kantor K ecamatan Manggala K ota M akassar kepada
pelanggannya.

2. Untuk mengetahui kestiaan (loyality) yang diberikan penyelenggara
pelayanan publik di Kantor Kecamatan Manggala Kota M akassar kepada
pelanggannya.

3. Untuk mengetahui tanggung jawab (responsibility) yang diberikan
penyelenggara pelayanan publik di Kantor Kecamatan Manggaa Kota

Makassar kepada pelanggannya.



b. Manfaat Penelitian ini

1. Manfaat Teoritis
Kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah
pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu penerapan etika
pegawai dalam pelayanan publik . Dan sebagai Bahan referensi bagi para
peneliti lainnya yang berminat mengkaji penerapan etika administras
dalam pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis
Bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak Pemerintah Kota
Makassar agar kedepannya memiliki perilaku pegawai khususnya dalam
bidang etika pegawai yang lebih baik dalam pelayanan khususnya pada

Kantor Kecamatan M anggal a Kota M akassar.



BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Definisi dan Teori
1. Konsep Etika

Etika berasal dari bahasa yunani “ethos” yang berada dalam bentuk tunggal
mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa; padang rumput;
kandang; kebiasaan; adat; akhlak; watak; perasaan; sikap dan cara berfikir. Dalam
bentuk jamak, kataini (ta etha), artinya adalah adat kebiasaan.Kata terakhir inilah
yang menjadi latar belakang 'bagi terbentuknya istilah “etika” yang oleh
Aristoteles digunakani untuk menunjukkan suatu filsafat moral. (Natsir,2010:9)

Etika adalah suatu tatanan atau aturan hidup pada komunitas manusia
tertentu.Dalam kehidupan manusia  tertentu, senantiasa memiliki etika yang
memungkinkan adanya perbedaan antara komunitas manusia yang satu dengan
komunitas manusia yang lainnya.lmplementasi etika menganjurkan bertindak
dengan baik dalam suatu struktur social yang bersangkutan. Bagai mana bertindak
dengan baik dan benar itu? Jawabannya adalah bertindak dengan baik dan benar
sesual materi atau content dari anjuran etika tersebut.(Makmur,2015:75)

Adapun Darwin mengartikan konsep etika sebagai prinsip moral yang
disetujui bersama oleh kesatuan masyarakat yang menginginkan perilaku individu
daam berhubungan dengan individu lainnyaSelanjutnya Darwin juga
mengartikan etika dalam etika birokrasi pemerintahan atau etika birokrasi sebagai
seperangkat nilai yang menjadi pedman dalam tindakanbagi manusia disebuah

organisas. (Mulyadi dkk, 2016:50-51)



Ada beberapa literature yang memberi batasan dan ruang lingkup
pembahasan etika. Menurut Britannica (Y ulika, 2001:9) menyatakan bahwa etika
merupakan filsafat moral yang mempelgjari secara sistematis sifat dasar dari
konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, atau salah serta mengenai prinsip-
prinsip umum yang menjadi dasar pembenar dalam menerapkan nilai-nilai pada
tindakan konkrit tertentu.

Menurut Sumaryono- ada tiga postulai atau kebenaran filosofis yang
menopang segal a system elika, yaitu: (Wiranata, 2005:90)

1. Keberadaan Tuhan
2. Kebebasan Kehendak
3. Keabadian Jiwa

Etika dimengerti sebagai refleks filosofis tentang moral Jadi etika |ebih
merupakan wacana normatif (tidak harus selalu berupa perintah yang mewajibkan,
karena bisa juga kemungkinan bertindak) yang membahas baik/jahat.Etika lebih
dipandang sebagai seni hidup yang mengarahkan ke kebahagiaan dan
kebijaksanaan.Pendekatan Paul Ricoeur terhadap pengunaan istilah “moral” dan
“etika” memberi kesan yang baru.Dia menghubungakn kedua istilah tersebut
terhadap dua tradisi pemikiran filsafat yang berbeda. Istilah “moral” dihubungkan
dengan tradisi pemikiran filosofis Immanuel Kant (sudut pandang deontologi)
mora mengacu ke kewajiban, norma, prinsip bertindak, imperative (kategoris =
aturan atau norma yang berasal dari akal budi yang berpedoman ke dirinya sendiri
sebagal keharusan). Sedang “etika” dihubungkan dengan tradisi pemikiran

Aristoteles yang bersifat “teleologis” (telos = finalitas atau tujuan). Ricoeur
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memberikan pengertian bahwa “etika” adalah tujuan hidup yang baik bersama dan
untuk orang lain di sebuah institusi yang adil. (Haryatmoko, 2011: 2)

Dari beberapa pendapat para pakar ahli diatas dapat disimpulkan bahwa etika
merupakan kebiasaan yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku sebagai
pembeda dalam berkomunikas dengan manusialainnya.

2. Aliran Dalam Etika

Sebagaimana yang telah diuraikan, etika merupakan salah satu cabang dari
filsafat.Oleh sebab itu, untuk memperoleh pemahaman tentang etika secara
menyel uruh kita hendakanya mengkajib perkembangan ilmuini sgjak awal.
Perubahan nyata terjadi pada saat di zaman Renaissance (sekitar abad ke-15) saat
itu orang tidak sgjaberharap hanyadalam diri sendiri dan kepada kehendak alam
secara total tetapi mulai tumbuh -“rasa’percaya diri” untuk bertindak. Berbagai
macam aliran yang menjadi landasan €tika, adalah: (Kumorotomo, 2015:20)

1. Naturalisme

Paham ini berpendapat bahwa system etika dalam kesusilaan merupakan

dasar alamai, yaitu pembenaranhanya bisa dilakukan sesuai pengkgjian atas

fakta dan bukan atas teori yang sangat metafisis.Naturaisme juga
berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah “baik”.
2. Individualisme

Esens individualisme adalah gjaran bahwa didalam hubungan socia yang

paling pokok adalah individunya.Segala interasi dalam masyarakat harus

dilakukan demi kepentingan individu.Dampak posistif dari individualisme

adal ah terpacunya prestasi dan kreativitas individu.
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3. Hedonisme
Titik tolak pemikiran hedonism ialah pendapat bahwa menurut kodratnya
manusia selalu mengusahakan kenikmatan, yaitu bila kebutuhan kodrat
terpenuhi, orang akan memperoleh kenikmatan sepuas-puasnya.

4. Eudemonisme
Eudaemonisme berasal dari kata Yunan, yaitu demon yang bisa berarti roh
pengawa yang bak, kemujuran atau keuntungan. Seseorang yang telah
mencapai tingkat “eudaemonisme” akan mempunyai keinsyafan tentang
kepuasan yang utuh, bukan hanya secara jasmani tetapi juga rohani.
Eudaemonisme mencita-citakan suasana batiniah yang disebut “bahagia”.la
mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah kebaikan tertinggi.

5. Utilitarianisme
Utilitarianisme mengatakan bahwar ciri yang terkandung dalam kesusilaan
adalah manfaat dari suatu perbuatan.Suatu tingkah laku dikatakan baik
apabilaa membawa manfaat, manfaat artinya memberi Kita suatu yang tidak
menhgasilkan sesuatu yang buruk.

6. ldealism
Paham ini timbul dari kesadaran akan adanya lingkungan normativitas bahwa
terdapat kenyataan yang bersifat normative yang memberi dorongan kepada
manusia untuk berbuat. Salah satu keunggulan dari garan idealism adalah
pengakuannya tentang dualism manusia, bahwa manusia terdiri dari jasmani

dan rohani
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3. Konsep Pegawai

a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai”
Berarti “orang yang bekerja pada pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja
pada pemerintah Negara.

Padal 1 Undang — Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian
PNS mereka yang setelah memenuhi syaret-syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang — undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri aiau diserahi tugas
Negara lainya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-
undangan dan digaji menurut peraturan perundang — undangan yang berlaku.

(Kreneburg, 1986:112) memberikan pengertian dan PNS yaitu pegjabat yang
ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk mereka yang memangku jabatan
mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya, dengan
menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antar Negara
dengan Pegawal Negeri sebagal setiap tiap pejabat yang mempunyai hubungan
dinas dengan Negara.

(Widjaja, 2006:113) berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan
tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang
senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam

usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).



13

b. JenisPegawai Negeri Sipil
Pasal 2 Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
tentang perubahan atas Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok —
Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari:
1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara Nasiona Indonesia
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
1. Pegawal Negeri Sipil Pusat
2. Pegawai Negeri Sipil Daerahkan dengan peraturan pemerintah.
1) Pegawai Negeri Sipil Pusat
a. Yang bekerja sama pada departemen, lembaga pemerintah non
b. Departemen, kesekretariatan, lembaga tertingi/tinggi Negara,
instansi
c. Vertical di daerah — daerah dan kepaniteraan pengadilan.
d. Yang bekerja pada perusshaan jawaian misalnya perusahaan
jawatan.
e. Keretaapi, pegadaian danlain—lan.
f. Yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/K ota.
0. Yang Dberdasarkan  suatu  perundang-undangan  dan
diperbantukan atau diperkerjakan pada badan lain seperti

perusahaan umum, yayasan dan lainya.
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h. Yang menyelenggarakan tugas Negara lainya, misalnya hakim
pada pengadilan negeri/pengadilan tinggi dan lain-lain.
2) Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil Daerah diangkat dan bekerja pada
Pemerintahan Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provins dan
Pemerintah Kabupaten/K ota.

3) Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah

Masih dimungkinkan adanya pegawai negeri sipil lainya yang akan
ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya kepala-kepaa
kel urahan dan pegawai negeri di kantor sesuai dengan UU No0.43 Tahun
1999 Tentang Perubahan, Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dari uraian-uran tersebut di atas pada disimpulkan bahwa yang
menyelenggarakan tugas-tugas Negara atau Pemerintahan adalah
Pegawal Negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi
Negara dan abdi masyarakat, juga pegawa negeri merupakan tulang
punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional .

c. Tugasdan Fungs Pegawai Negeri Sipil
Pegawa negeri adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi

Masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,
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UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan
dan pembangunan.

Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri maka baginya
dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah tentu
di samping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa sgja yang menjadi hak
yang didapat oleh seorang pegawai negeri.

Pada pasal 4 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawalan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila,
UUD 1945, Negara dan Pemerintahan. Pada umumnya yang dimaksud
dengan kesetiaan dan ketaatan adalah suatu tekad dan kesanggupan dari
seorang pegawal hegeri untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang
ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Pegawal Negeri Sipil sebagal aparatur Negara, abdi masyarakat wajib
setia dan taat kepada Pancasila, sebaga falsafah dan ideologi Negara,
kepada UUD 1945, kepada Negara dan Pemerintahan. Biasanya kesetiaan
dan ketaatan akan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam,
oleh sebab itulah seorang Pegawai Negeri Sipil wajib mempelgarai dan
memahami secara mendalam tentang pancasila, UUD 1945,Hukum Negara
dan Politik Pemerintahan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1974 (pasal ini tidak diubah
oleh UU No.43 Tahun 1999) Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

disebutkan setiap pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan
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perundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan yang dipercayakan
kepadanya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab.
Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana Peraturan perundang-undangan,
sebab itu maka seorang Pegawal Negeri Sipil wajib berudaha agar setiap
peraturang perundang-undangan ditaati oleh anggota masyarakat.
Sgjalan dengan itu pegawal negeri sipil berkewajiban memberikan
contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku. Di' dalam melaksanakan peraturan
perundang-undangan, pada umumnya kepada pegawai negeri diberikan
tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang
berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan dilaksanakan
dengan sebak-baiknya. Maka pegawa negeri sipil dituntut penuh
pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dalan melaksanakan tugas
kedinasan.
4. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Menyadari akan pentingnya etika PNS maka pemerintah  melakukan
penyempurnaan terhadap kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan etika
PNS, antara lain adalah menetapkan atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil. Penerapan etika PNS dalam pelaksanaan tugas aparatur pelayanan
publik. Dalam hal ini yang dimaksud etika PNS adalah nilai, standar atau norma
yang merupakan pedoman sikap, tingkahlaku, dan perbuatan PNS di dalam

mel aksanakan tugas kedinasan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan
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Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil. Peneragpan etika PNS adalah sikap dan perilaku
aparatur/PNS dalam mematuhi dan mentaati ketentuan etika PNS tersebut di
dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, yaitu : (1) melaksanakan tugas dan
wewenang sesual ketentuan yang berlaku; (2) membangun etos kerja untuk
meningkatkan kinerja organisasi; (3) patuh dan taat terhadap standar operasiona
dan taat kerja; (4) menjamin kerja sama secara kooperatif dalam mewujudkan
efisenss dan efektivitas pelaksanaan tugas, (5) berusaha mengembangkan
kompetensi dan mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam
pelaksanaan tugas;, (6) akuntabel dalam melaksanakan tugas, (7) tanggap,
terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan dan
menyelesalkan tugas; (8) menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya
organisas secara efisien dan efektif.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud denagan ; (1) Disiplin
pegawai  Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar
dijatuhi hukuman disiplin.(2) Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan tulisan,
atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan
ketentuan disiplin PNS, baik yang di lakukan di daam maupun di luar jam
kerja.(3) Hukuman disiplin adalah hukuman yang di jatuhkan kepada PNS karena
melanggar peraturan disiplin PNS di terbitkannya peraturan pemerintah No. 53
tahun 2010 tentang disiplin PNS merupakan langkah awal untuk menciptakan

aparatur yang profesional. Syaefullah Djga (2012) menegaskan bahwa etika
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jabatan dalam birokrasi public (etika pejabat publik) berhubungan atau berkenaan
dengan perbuatan seseorang yang memagang jabatan tertentu, baik dalam waktu
kerja maupun di luar kerja dan dalam kehidupannya sehari-hari. Secara etis,
seorang pejabat publik tidak bisa memisahkan antara perbuatannya dalam
pekerjaan dengan perbuatannya di luar pekerjaan.

Pentingnya etika jabatan atau kode etik bagi ASN ditekankan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa ASN sebagai
profesi berlandaskan pada prinsip kode etik yang berisi pengaturan perilaku agar
pegawai ASN : melaksanakan tugasnya dengan jujur, tanggung jawab, dan
berintegritas tinggi; melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; melayani
dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; melaksanakan tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas sesuai
perintah atasan atau pgabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan
peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan; menjaga kerahasiaan yang
menyangkut kebijakan Negara; menggunakan kekayaan dan barang milik negara
secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; menjaga agar tidak terjadi konflik
kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya; tidak menyalahgunakan informasi
intern Negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau
mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas
ASN; dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin

pegawai ASN.
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5. Konsep Pelayanan Publik
Pada dasarnya tiap manusia menginginkan pelayanan, bahkan secara ekstrim

bisa dikatakan bahwa pelayanan tidak bisa dipisahkan oleh kehidupan manusia.

Didalam bukunya, (Sinambela 2014:5) berpendapat bahwa pelayanan public

dapat diartikan, melayani kebutuhan orang atau masyarakat yang memiliki

kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan dan tata cara yang
telah diberlakukan. Pelayanan juga merupakan sejumlah informasi yang diminta
oleh pelanggan, tindakan yang tidek dapat disentuh dan diukur tingkat
kepuasannya, sangat sensitif dan sulit untuk diprediksikan ke depannya dan juga
sangat tergantung terhadap nilai yang dianggap pantas oleh pelanggan sesuai apa

yang diterimadan dibayarnya. (Ibrahim, 2008:1)

Konsep pelayanan menurut Lovelock dan Wrigh merupakan aktivitas yang
ditawarkan pada pihak lain. Pelayan bersifat intangible, artinya pelayanan tidak
dapat dilihat, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan
dikonsumsi.Senada dengan hal tersebut, pelayanan dikatakan tidak berwujud
berarti pelayanan itu hanya dapat dirasakan. Oleh karena itu, Kotler dan Keller
(dalam Mulayadi dkk, 2016:36) memebrikan empat karakteristik dan konsep
pelayanan yaitu:

1) Intangibility atau tak terwujud, bahwa pelayanan tidak dapat dilihat,
dirasakan, didengar, ataupun dicium, sebelum dibeli atau dikonsums oleh
pengguna.

2) Inserparabilityatau tak terpisahkan, maksudnya bahwa kegiatan pelayanan

tidak dapat dipisahakan dari pemberi layanan, baik perorangan maupun
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organisas serta perangkat mesin atau teknologi karena jasa umumnya
diproduksi dan dikonsumsi sekaligus.

3) Variability atau bervariasi, maksudnya bahwa pelayanan sangat beraneka
ragam tergantung siapa yng memberikan, kapan dan dimana, serta kepada
siapa pelayanan diberikan.

4) Perishability atau dapat dimusnahkan, bermakna bahwa pelayanan tidak bisa
disimpan, sehingga pada dasarnya pelayanan dikonsumsi pada saat itu juga.

Dengan demikian pelayanan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang menerima.

Pelayanan merupakan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai dan memberi

keuntungan kepada pelanggan. Pelayanan yang lakukan oleh birokrat ditafsirkan

sebagal hak karena mereka dipilih oleh pemerintah untuk melayani masyarakat,
oleh sebab itu harus tercipta komitmen yang kuat dalam melayani agar pelayanan
dapat menjadi lebih responsif dalam kebutuhan masyarakat dan dapat merancang

model pelayanan yang lebih krestif, dan lebih efisien. (Sinambela dkk, 2014: 4).

a. Kualitas Pelayanan

Pengertian kualitas lebih luas dikatakan oleh Daviddow dan Utta,
“merupakan usaha apa saja yang digunakan untuk mempertinggi kepuasan
pelanggan. Sedangkan menurut Kotler “kuaitas adalah keseluruhan ciri atau
sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya
untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat”. (Hidayat,
2008:34)

Kualitas pelayanan sangat berkaitan dengan pelayanan yang tidak berbelit-

beli dan respon yang cepat yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan
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primaAparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan

prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sector

publik SESPANAS LAN. Variabel yang dimaksud adalah: (Sinambela dkk,

2014:8)

1

2.

Pemerintahan yang bersifat melayani.

Masyarakat yang dilayani pemerintah.

K ebijakan yang menjadipedoman dalam pel aksanaan pelayanan publik.
Alat atau sarana pelayanan yang lebih bak.

Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan.
Kualitas pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat sesuai dengan
asas pelayanan masyarakat.

Mana emen dan kepemimpinan dalam organisas pelayanan masyarakat.
Sikap peabat yang sesuai dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-

masing telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

6. Konsep Etika Pegawai dalam Pelayanan Publik

Menurut Fadillah (2001: 69), etika pelayann public adalah cara dalam

memberikan pel ayanan publik dengan berdasar pada kebiasaan yang mengandung

nila hidup dan hokum (norma) sesua dengan tingkah laku manusia yang

dianggap baik. Oleh karena itu maka etika mengemukakan tentang “baik-buruk”,

dan bukan “benar-salah” perihal sikap, tindakan dan perilaku manusia dalam

berhubungan dengan sesamanya, baik dalam masyarakat maupun organisasi

public, maka etika mempunyai peran penting dalam prekatek administrasi publik.
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Pegawa negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang
bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur,
adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, Pemerintahan dan
pembangunan. Menurut Djgja (2012) bahwa PNS merupakan bagian dari pejabat
public yang mempunyai fungs memberikan pelayanan kepada publik sehingga
PNS disebut pula sebagai civil atau public servant.

Upaya dalam meningkaitkan etika pegawai. sebagai nilai utama dalam
pelayanan publik diikuti olen kesungguhan dari aparat birokrat itu sendiri untuk
mengubah - sikap dandan ‘perilakunya kearah yang lebih = mengutamakan
kepentingan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Menurut Mertins Jr
(dalam Maani, Kartuni. 2010:62) ada tiga hal yang harus dijadikan pedoman,
yaitu;

1. Equality yaitu perilaku yang samaratas pelayanan yang diberikan. Hal ini
didasari oleh model sikap hirokrasi yang logis secara konsisten memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa membandingkanstatus
social, agama, dan sebagainya.

2. Loyality adalah kesetian yang diberikan oleh pimpinan dan rekan kerja.
Berbagal jenis kesetiaan tersebut berhubungan satu sama lain, dan tidak ada
kesetiaan yang harus diberi kepada satu jenis kesetiaan tertentu sgja.

3. Responsibility yaitu setigp aparat pemerintah harus setia dalam menerima
tanggung jawab atas apapun ia kerjakan dan harus menghilang ideologinya

“saya sekedar melaksanakan perintah dari atasan”.
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Dapat disimpulkan bahwa etika, termasuk etika birokrass mempunyai dua
fungsi, yaitu: pertama, sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara
(birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya
dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji, dan tidak tercela. Kedua, etika birokrasi
sebagal standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik
dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. Leys berpendapat bahwa: “Seseorang
administrator dianggap etis apabila ia menguji-dan mempertanyakan standar-
standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan, dan tidak mendasarkan
keputusannya semata-mata ‘pada Kkebiasaan ‘dan tradisi yang sudah ada”.
Selanjutnya, Anderson menambahkan suatu poin baru bahwa: “standar-standar
yang digunakan sebagal dasar keputusan tersebut sedapat mungkin merefleksikan
nilai-nilai dasar dari masyarakat - yang- dilayani”. Berikutnya, Golembiewski
mengingatkan dan menambah elemen baru yakni: “standar etika tersebut mungkin
berubah dari waktu-kewaktu dan karena itu administrator harus mampu
memahami perkembangan standar-standar perilaku tersebut dan bertindak sesuai
dengan standar tersebut”.

Dalam konteks pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, peran
birokrat kepemimpinan melaui sikap dan tindakan yang bertanggung jawab,
responsif terhadap berbagai keinginan, kebutuhan dan permasalahan yang
menyelimuti kehidupan masyarakat, memiliki komitmen yang kuat untuk selalu
berpihak kepada masyarakat serta konsisten dalam benrtindak sangatlah
dibutuhkan, karena birokrat pemerintahanlah yang diberi tugas dan tanggung

jawab oleh pemerintah atau negara untuk melayani masyarakat. Dalam
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menjalankan tugas, dan fungsi birokras guna memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada masyarakat, secara konseptual disebut sebagai perilaku
birokrat kepemimpinan. Peran birokrat kepemimpinan yang demikian, menurut
Supriatna (1997: 104) terbagi kedalam tiga aspek utama yaitu; tanggung jawab,
responsif, komitmen dan konsisten.

Di Indonesia, etika birokras merupakan bagian dari aturan main dalam
organisas birokras atau pegawal negeri yang secara struktural telah diatur aturan
mainnya, dan dikenal sebagai “Kode Etik Pegawal Negeri Sipil (PNS)”. Adapun
dasar hukum ditetapkannya etika PNS adalah (1)Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara.yang Bersih dan bebas KKN, (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
Kode Etik Pegawal Negeri Sipil.

B. Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa
kerangka berpikir merupakan salah satu dari tipe konseptual tentang bagaimana
sebuah teori berhubungan langsung dengan berbagai faktor yang telah
diidentifikasi sebaga hal yang penting. Dengan demikian kerangka berpikir
merupakan sebuah proses yang mendasari pemahaman lainnya dari sebuah
pemahaman yang paling mendasar dan menjadi tolak ukur bagi setiap pemikiran

ataupun suatu model proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.
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Untuk mengetahui etika birokrasi dalam pelayanan publik di  kantor
Kecamatan Manggala Kota Makassar maka terlebih dahulu peneliti merumuskan
kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu pertama peneliti akan mengkaji
mengenai etika birokrasi yang diterapkan di Kantor Kecamatan Manggaa
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan etika birokrasi
di Kantor Kecamatan Manggala yang meliputi Equality (persamaan), dimana
petugas di kantor Kecamatan Manggala K ota M akassar harus mampu memberikan
pelayanan publik secara adil.  Berikutnya peneliti akan mengkai mengenai
Loyality (kesetiaan), dimana petugas di kantor Kecamatan Manggala Kota
Makassar harus mampu bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai pelayan publik.
Dan yang terakhir Responsihility (tanggung jawab), dimana petugas di kantor
Kecamatan Manggala Kota Makassar harus mampu bertanggung jawab dalam
menjalankan semua tugas pekerjaannya: Selanjutnya peneliti akan mencari tahu
mengenai tingkalt kepuasan masyarakat akan pelayanan pegawa Kantor

Kecamatan Manggala yang meliputi tigaindikator tersebut diatas.
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ETIKA PEGAWAI

Equality Loyality Responsibility
(Persamaan) (K esetiaan) (Tanggung Jawab)

PUBL|K

v

KUALITASPELAYANAN PUBLIK YANG
MEMUASK AN

[ PENYELANGGARAAN PELAYANAN ]

Gambar 2.1 Kerangka Pikir
C. FokusPendlitian
Focus Pada Penelitian ini adalah Bagaimana Persamaan (Equality), Kesetiaan
(Loyality), dan Tanggung Jawab (Responbility) Etika Pegawa Dalam Pelayanan
Publik di Kantor Kecamatan Manggala K ota M akassar
D. Deskrips fokus penélitian
Untuk mengetahui Etika Pegawal dalam pelayanan publik di kecamatan

manggala Kota Makassar, dapat dilihat dari tahap berikut:
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1. Equality (persamaan)
Petugas di kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar harus mampu
memberikan pelayanan publik secara adil tanpa harus melihat dari faktor
social, ekonomi, budaya, agama, dan sebagainya.

2. Loyality (kesetiaan)
Petugas di kantor Kecamatan Manggala K ota Makassar harus mampu bekerja
sesuai dengan fungsinya sebagal pelayan publik patuh kepada peraturan UU,
dan peraturan-instansi, serta jabaian yang ia pegang demi terciptanya hal
yang diinginkan bersama.

3. Responsihility (tanggung jawab)
Petugas di kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar harus mampu
bertanggung jawab dalam menjalankan semua tugas pekerjaannya secara
memuaskan kepada pelanggannya, jadi tidak sga sematamata hanya

menggugurkan kewajibannya sebagal pelayan publik



BAB I11
METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokas Pendlitian

Penelitian ini mengena Etika Pegawai Dalam Pelayanan Publik. Yang
dilaksanakan di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Waktu peneitian ini
dilaksanakan selama dua bulan lamanya. Alasan memilih lokasi penelitian ini
karena pelayanan dikantor tersebut cukup padat dan juga sangat urgent terkait
dengan kebutuhan primer masyarakat sehingga dibutuhkan etika Pegawai dalam

pel ayanan tersebut.

B. JenisDan Tipe Pendlitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupakata-katatertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

C. Sumber Data

Sumber data dalam pendlitian ini terdiri atas data primer dan sekunder yaitu:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan penulis untuk memperkaya,
mempertajam analisis bagi penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara
pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan penulis
dengan informan terkait dengan penerapan etikaadministrasi dalam Pelayanan
publik di kantor tersebut.

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai |aporan-

laporan dan dokumen-dokumen yang bersifat informas tertulis yang
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digunakan dalam peneliti. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat

informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti berkaitan dengan penerapan etika

administrasi dalam Pelayanan publik di kantor tersebut.
D. Informan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memilih informan secara lebih spesifik,

subjektif untuk diwawancara secara mendalam dilakukan dengan cara, peneliti
memilih orang tertentu yang dipandang memiliki.pengetahuan dan informasi
mengenai permasalahan yang diteliti terkait dengan penerapan etika Pegawal dalam
Pelayanan publik di kantor tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini, sebagai
berikut:

Tabel. 3.1 Daftar Informan Penelitian

I'nfor man =3 Jumlah

Pemerintahan Kecamatan Manggala (Seksi Pemerintahan)

2. | Staff Kantor Kecamatan Manggala 2 Orang

3. | Masyarakat Kecamatan Manggala y 30rang

E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data
sebagal berikut:
1. Wawancara langsung yaitu melakukan wawancara secara langsung dan
mendalam dengan melakukan Tanya jawab kepada informan. Penggunaan
teknik ini dimaksudkan untuk menggalih informasi sebanyak mungkin yang

berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan
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penerapan etika Pegawal dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan
Manggala Kota Makassar. Untuk memudahkan pelaksanaanya wawancara
dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Pengamatan (Observasi), yaitu melakukan kegiatan observasi dengan terjun
langsung ke lokasi penelitian, untuk mendapatkan informasi yang jelas.
Observas ini dilakukan dengan cara terbuka, cara ini diharapkan mampu
mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya.

3. Dokumentasi-yaitu teknik untuk mengambil data sekunder yang memuat
infformasi yang ingin didapatkan yang bersumber dari dokumen tertulis

maupun gambar.

F. Teknik Analisis Data
Teknik Penelitian menggunekan data kudlitatif yaitu semua bahan,
keterangan, fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis
karena wujudnya adalah keterangan variabel (kalimat dan data). Dengan teknik ini
peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta,
keterangan-keterangan yang bersifat kalimat dan data dari permasalahan yang
peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal Etika Pegawa Di Kantor
Kecamatan Manggala Kota M akassar.
Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:205-213), bahwaDaam
model ini terdapat 3 komponen pokok yaitu:
1. Reduks data
Reduks data merupakan komponen pertama analisis data yang

mempertegas, memperpendek, menggunakan fokus, menghilangkan hal yang
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dianggap tidak penting dan mengatur data menjadi sedemikian rupa sehingga
simpulan peneliti dapat dilakukan.
2. Sgjian data

Sgjian data merupakan suatu kesatuan dari informasi yang dapat dijadikan
sebuah kesimpulan. Secarasingkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar
makna dari peristiwa yang terjadi dapat |ebih muda untuk dipahami.
3. Penarikan kesimpulan.

Awal pengumpulan data peneliti harus mampu mulai memahami arti dari
hal yang ia temui dengan menliskan peraturan dari sebab akibat dan berbagai

proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian. Oleh karena itu
diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam
penelitian ini adalah diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut
Sugiyono (2012:205-213), bahwa teknik pengumpulan data triangulasi dapat
dipahami sebagal teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dengan berbagai
teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Menurut Sugiyono ada
3 (tiga) macam tringulasi yaitu:
1. Tringulasi sumber

Tringulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang
dergjat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda,

misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan
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antara aturan yang berlaku dengan apayang dikatakan secaraindividu atau pribadi
oleh masyarakat, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Tringulasi teknik

Tringulasi teknik digunakan untuk mengetahui kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda. Misalnya data yang didapatkan dengan wawancara, kemudian dicek
dengan hasil observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan teknik
pencocokkan kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda.
Maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada pemberi data yang
bersangkutan atau dengan sumber yang lain, untuk memberi kepastian data mana
yang dianggap benar atau mungkin saja semuanya benar karena sudut pandang
yang berbeda-beda.
3. Tringulas waktu

Wakiu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul
dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih dalam kondisi
segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga
kredibel. Untuk itu, dalam rangka pencocokan kredibilitas data dapat dilakukan
dengan cara melakukan pengecekkan dengan wawancara, observasi, atau dengan
teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Apabila hasil kecocokkan
menghasilkan data yang berbeda, maka akan dilakukan secara berulang kali agar
dapat menemukan kepastian data. Tringulasi juga bisa dilakukan melalui cara
mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tanggung jawab dalam

mel akukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota M akassar
1. Vis dan Mis Kota Makassar
Adapun visi dan misi Kota Makassar antara lain sebagal berikut:

a. Vis

Vis adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan
diwujudkan pada akhir periode 2014-2019. Substans utama dari vis ini
adalah rumusan visi Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
penjelasan visinya dijabarkan secara teknokratis sesual sistem perencanaan
pembangunan daerah. Selain itu, rumusan visi ini juga memperhatikan visi
Kota Makassar dalam RPJIPD, 2005-2025 dan visi Pemerintah Provins
Sulawesi Selatan 2013-2018.

Vis Kota Makassar 2005-2025 adalah “Makassar sebagai Kota
Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global,
Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”. Visi Pemerintah Provinsi
Sulawes Selatan dalam RPIMD 2013-2018 adalah “Sulawesi Selatan
sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jgjaring Akselerasi
Kesejahteraan pada Tahun 2018”. Terhadap visi Kota Makassar dalam
RPIMPD 2005-2025, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang
menjadi arahan RPJPD untuk RPIMD periode 2014-2019. Terhadap visi
Pemerintah Provins Sulawesi Selatan 2013- 2018, perhatian difokuskan

pada prioritas kebijakan yang relevan dengan isu strategis K ota M akassar.
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Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu
strategis daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi
kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019
adalah:

“Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua”

Vis Pemerintah Kota Makassar 2014- 2019 memiliki konsistens
dengan vis Kota Makassar 2005-2025, khususnya pada penekanan
“orientasi_global”, dalam RPJMD dirumuskansebagai “kota dunia”.
Penekanan “berwawasan lingkungan’ dan “paling bersahabat” pada visi
dalam RPJPD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua” pada visi
dalam RPIMD 2014-2019. Pokok visi “kota maritim, niaga, pendidikan,
budaya dan jasa” pada visi dalam-RPJPD, pada visi dalam RPJMD 2014-
2019 ditempatkan sebagai bagran-dari substansi “kota dunia”. Dihubungkan
dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018, relevans vis
Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 terletak pada posisi “Makassar kota
dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan bagian penting dari
terwujudnya “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan
Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”.

Pernyataan visi Pemerintah Kota M akassar 2019 memiliki tiga pokok
vis yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar
pada akhir periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi

tersebut, adalah sebagai berikut.
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Kota Dunia, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki
keunggulan komparatif, kompetitif, aksesibel dan inklusifitas yang berdaya
tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya potensi
sumberdaya alam dan infrastruktur sosia ekonomi yang menjanjikan
terwujudnya kesgj ahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok visi ini
dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera standar
dunia”.

Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan
yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian
secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin
kenyamanan dan keamanan bagi berkembangnya masyarakat yang
mengedepankankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara
antara stakeholder dan stakeowner dalam pembangunan. Pokok visi ini
dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”.

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan
dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakaan
seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur,
jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok
disabilitasl). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya
“pelayanan publik standar dunia dan bebas korupsi”.

b. Mis
Misi dalam RPIMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setigp misi akan dijalankan
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untuk mewujudkan pokok vis yang relevan. Rumusan miss RPIMD Kota

Makassar 2014-2019 adal ah sebagai berikut:

@)

)

3)

Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar
dunia

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (@)
pengurangan pengangguran, (b) pemberian jaminan sosia
keluarga, (c) pelayanan kesehaian gratis (d) pelayanan pendidikan
gratis, (€) penukaran sampah dengan beras, (f) pelatihan
keterampilan " dan pemberian dana bergulir, (g) pembangunan
rumah murah, dan (h) pengembangan kebun kota. Mis ini
diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “masyarakat sejahtera
standar dunia”.
Merestoras tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar dunia

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (a)
penyelesaian masalah banjir, (b) pembentukan badan pengendali
pembangunan kota, () pembangunan waterfront city, (d) penataan
transportasi public yang aksesibel, (€) pengembangan infrastruktur
kota yang aksesibel, (f) pengembangan pinggiran kota, (Q)
pengembangan taman tematik, (h) penataan lorong. Misi ini
diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “kota nyaman standar
dunia”.
Mereformas tata pemerintahan menjadi pelayanan publik standar

dunia bebas korupsi
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Misi ini mencakup upaya umum daam hal: ()
peningkatan pendapatan asli daerah, (b) peningkatan etos dan
Kinerjaaparat RT/RW, (c) peningkatan pelayanan di kelurahan, (d)
pelayanan publik langsung ke rumah, (e) pengembangan pelayanan
publik terpadu di kecamatan, (f) modernisasi pelayanan pajak dan
distribusi, (g) pengembangan akses internet pada ruang publik, (h)
penguatan-badan usaha milik daerah. Misi ini diarahkan untuk
mewujudkan pokok visi “pelayan publik kelas dunia bebas

korupsi”.

2. Gambaran Geografis dan Administratif Kota Makassar

Secara geografis Kota M akassar terletak di Pesisir Pantal Barat bagian
selatan Sulawesi Selatan dengan {uas wilayah sebesar 175,77 km persegi yang
meliputi 15 kecamatan.

Secara administratif Kota Makassar mempunya batas-batas wilayah
yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Sebelah utara
berbatasan dengan Kabupaten Pangkaene Kepulauan, Sebelah timur
berbatasan dengan K abupaten M aros dan Sebel ah barat berbatasan dengan Selat
Makassar. Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian
Kota Makassar berkisar 0,5-10 meter dari permukaan laut. Kota Makassar
memiliki luas wilayah 175,77 km? yang terbagi kedalam 14 kecamatan dan 143
kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki

wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantal K ota makassar.
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Penduduk K ota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa

yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sementara itu

jumlah penduduk K ota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio

jeniskelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17

persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanitaterdapat 92 penduduk laki-laki.

Berikut adalah daftar kecamatan yang ada di Kota Makassar beserta

jumlah desa/kelurahan disetiap kecamatan:

Tabel 4.1 Daftar Kecamatan K ota M akassar

Nama

M Kecamatan

Jumlah Desa
| Kelurahan

Nama Desa/K elur ahan

1 Tamalate

11

Balang Baru, Barombong, Bongaya,
Jongaya, Maccini Sombala,
Mangasa, Mannuruki, Pabaeng
Baeng, Parang Tambung, Tanjung
Merdeka, Bonto Duri

2 Rappocini

11

Balla Parang, Banta Bantaeng, Bonto
Makkio, Bua Kana, Gunung Sari,
Karunrung, Kassi-Kassi, Mappala,
Rappocini, Tidung, Minasa Upa.

3 Panakkukang

11

Karampuang, Karuwisi, Karuwis
Utara, Masale, Pampang, Panaikang,
Pandang, Paropo, Sinrijaa,
Tamamaung, Tello Baru

4 Ujung Pandang

10

Baru, Bulo Gading, Laelae,
Lajangiru, Losari, Maloku,
Mangkura, Pisang Selatan, Pisang
Utara, Sawerigading

5 M akassar

14

Bara Baraya, Bara Baraya Selatan,
Bara Baraya Timur, Bara Baraya
Utara, Barana, Lariang Bangi,
Maccini, Maccini Gusung, Maccini
Parang, Mardekaya, Mardekaya
Selatan, Mardekaya Utara, Maricaya,
Maricaya Baru
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Mariso

Bontorannu, Kampung Buyang,
Kunjung Mae, Lette, Mario, Mariso,
Mattoangin, Panambungan,
Tamarunang

Bontoala

12

Baraya, Bontoala, Bontoala Parang,
Bontoda Tua, Bunga Ejaya,
Gaddong, Layang, Malimongan
Baru, Parang Layang, Timungan
Lompoa, Tompo Balang, Wajo Baru

Biringkanaya

Hy

Bulurokeng, Daya, Paccerakkang,
Pai, Sudiang, Sudiang Raya, Untia,
Laikang, Bakung, Berua, Katimbang

Tamalanrea

Bira, Kapasa, Parangloe,
Tamalanrea, Tamaanrea Indah,
Tamaanrea. Jaya, Kapasa Raya,
Buntusu

10

Manggala

Antang, Bangkala, Batua, Borong,
Manggala, ~ Tamangapa, Biring
Romang, Bintowa

11

Kepulauan
Sengkarang

Barrang Caddi, Barrang L.ompo,
Kodingareng

12

Mamajang

13

Baji Mappakasunggu, Bonto
Biraeng, Bonto Lebang, Karang
Anyar, Labuang Bagi, Mamagang
Daam, Mamaang Luar, Mandala,
Maricaya Selatan, Pabatong, Parang,
Sambung Jawa, Tamparang Keke

13

Tello

LS

Buloa, Bunga Eja Beru, Kaukuang,
Kauku Bodoa, Lalatang, Lakkang,
Lembo, Pannampu, Rappojawa,
Rappokaling, = Suangga, Tallo,
Tammua, Ujung Pandang Baru,
Waa-Walaya

14

Ujung Tanah

Barrang Caddi, Barrang Lompo,
Camba Berua, Cambaya, Gusung,
Pattingaloang, Pattingaloang Baru,
Pulau Kodingareng, Tabaringan,
Tamalabba, Totaka, Ujung Tanah

15

Wajo

Butung, Ende, Malimongan,
Malimongan Tua, Mampu, Melayu,
Melayu Baru, Pattunuang

Sumber : Wikipedia 2019

Adapun peta kota Makassar, provins Sulawesi Selatan antara lain

sebagal berikut :
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Gambar 4.1 Peta Kota M akassar
Salah satu kecamatan yang-ada di kota Makassar adalah Kecamatan
Manggala. Lokasl Kecamatan Manggal adapat dilihat dalam peta kota M akassar
di atas yang diberi tanda warna pink yang berbatasan langsung dengan
kabupaten gowa. Nama Manggala Berarti Panrita, dahulu diambil dari nama
tokoh yang terkenal berbudi bak, dihormati, dan disegani karena
kepiawai annya sehingga mampu mempersatukan seluruh masyarakat baik yang

ada dilembah (baling) dan masyarakat perbukitan (moncong).
Kecamatan Manggala dibentuk berdasarkan Perda No.5 tahun 2000
tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Manggala
Rappocini dan Tamalanrea, yang dahulunya merupakan pecahan atau

pemekaran dari Kecamatan Panakukang.
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Kecamatan Manggala memiliki Kode Wilayah 73.71.12 terletak
disebelah Timur KotaMakassar yang memiliiki luas wilayah 24.14 Km persegi
terdiri atas 8 kelurahan, 390 RT dan 70 RW Jumlah penduduk 152.687 jiwa
dengan rincian 77.005 laki-laki dan 75.682 perempuan. Letak Koordinat
Geografis berada pada 5°.9°.55°. LS dan 119°.29°.10°. BT dengan Batas
Wilayah dibatasi:

- Sebelah Utara - : Kecamatan Tamalanrea
- Sebelah Selatan - : Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur ' Kabupaten Maros

- Sebelah Barat . Kecamatan Panakukang dan Rappocini

Kecamatan Manggala yang keadaaan wilayahnya terdiri dari daratan
rendah dan perbukitan mempunyai jarak tempuh 9 Km dari Ibukota K ecamatan
ke Ibukota K ota Makassar, Pada Tahun 2015, K ecamatan Manggala mengal ami
pemekaran kelurahan berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2015. Adapun Kelurahan
yang baru dibentuk adalah Kelurahan Bitowa yang merupakan pemekaran dari
Kelurahan Antang, dan Kelurahan Biringromang yang merupakan pemekaran
dari Kelurahan Bangkala, Adapun Kelurahan yang masuk dalam wilayah

K ecamatan Manggal a adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.2 Daftar Kelurahan di Kecamatan Manggala

Jumlah Penduduk

No Kelurahan Jumlah Penduduk
L aki-L aki Perempuan

1. | Manggda 10.535 10.544 21.079

2. | Bangkala 14.832 14.810 29.642

3. | Tamangapa 6.174 5.883 12.057

4. | Antang 15.906 16.030 31.936

5. | Batua 12.674 12.238 24912

6. | Borong 9.420 9.613 19.033

7. | Biringromang

8. | Bitowa

Total 69.541 98.574 138.659 Orang

Sumber : Makassar Dalam Angka, BPS Kota Makassar, 2018

3. Konsep Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Manggala Kota

M ak assar

Tujuan reformasl pelayanan publik dalam persepsi umum tidak lain

adalah perbaikan kualitas pelayanan publik. Dalam pengertian ini, reformasi

pelayanan publik harus mampu menghasilkan pelayanan yang efektif, efisien

dan ekonomis. Secara operasiona salah satu upaya untuk mewujudkan

pelayanan yang efektif, efisien dan ekonomis tidak lain adalah memperbaiki

proses penyelenggaraan administrasi  pemerintahan  sehingga

lebih

mencerminkan pelayanan mampu menjalankan fungsi pemerintahan sesuai

dengan kriteriatersebut.
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Camat Manggala Drs. Anshar Umar telah melakukan pembenahan
terhadap sarana dan prasarana perkantoran demi untuk menciptakan suatu
pelayanan yang berkualitas yang melahirkan kepuasan kepada para masyarakat

yang menerimanya.

Salah satu langkah strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik adalah dengan menciptakan kebijakan — kebijakan
yang mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan public kepada
masyarakat, yang diharapkan mampu mendorong terciptanya kualitas

pelayanan yang efekiif, efisiaen dan akuntabel.

Bentuk- bentuk kebijakan dimaksud adalah dengan menerbitkan atau
membuat maklumat pelayanan, Visi.dan Misi Pelayanan sertamembuat Standar
Operasiona Prosedur Pelayanan. Standar Pelayanan ini merupakan sebuah
kebijakan publik untuk mempercepat proses pelaksanaan pelayanan publik
kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel, dan menghindarkan adanya
perilaku-perilaku menyimpang dari s pemberi pelayanan. Hal ini merupakan
tindak lanjut dari komitmen pemerintahan menjadi Pelayanan Publik Kelas

Dunia yang Bebas Korupsi.

Untuk mewujudkan harapan dan keinginan sesuai yang tertuang dalam
Maklumat Pelayanan, serta dalam Visi dan Misi Pelayanan, maka tentu harus
didukung oleh saran dan prasarana pelayanan yang memadai. Olehnya itu
Camat Manggala telah melakukan pembenahan-pembenahan terhadap sarana

pelayanan public sebagai berikut:
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1) Gedung Kantor
2) Ruang Pelayanan
3) Loket Pelayanan

4) Geral Samsat

Keberadaan gerai Samsat di Kantor Camat Manggala sangat
membantu masyarakat dalam melakukan pengesahan STNK. Masyarakat
tidek mesti harus jauh-jaun ke Kantor Samsat Pusat di J. Andi
Mappanyukki, tapi cukup ke Kantor Camat di wilayah masing- masing
maka masyarakat sudah bisa terlayani dalam melakukan pengurusan surat-

surat Kendaraan Bermotor.

Disamping sarana_dan prasarana yang memadai di kantor
Kecamatan Manggala juga-teleh memiliki Standar Operasiona Prosedur
(SOP). Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan pelayanan yang
miliki Kkriteria efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan
standard operating procedures (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan. Dengan adanya standard operating procedures,
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapal berjalan dengan pasti,
berbagal bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun
terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam
kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan
kepada publik akan menjadi lebih baik.

Standar Operasiona Prosedur (SOP) yang diterapakan di kantor

Kecamatan Manggala bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat
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daam memahami alur atau prosedur pelayanan, maka semua jenis
pelayanan administrasi di kantor Camat Manggala sudah dilengkapi dengan
SOP. Dan SOP ini terpasang dalam ruang pelayanan sehingga masyarakat
dapat melihan dan membacanya dengan baik

Kantor Kecamatan Manggala telah menerapkan SOP dalam
pengurusan KTP/Surat Pindah di kantor Kecamatan Manggala sesual
dengan PERDA kota Makassar nomor 12 tahun 2011. Dimana dalam SOP
teserbut telah menj elaskan syarai-sayarat yang diperlukan dalam mel akukan
pengurusan berkas sehingga masyarat dapat mengikuti prosedur yang telah
ada jika syarat-syarat yang dibutuhkan telah ada (Ilengkap). Selanjutnya
pegawal kantor Kecamatan Manggala akan melakukan follow up terhadap
berkas yang digjukan hingga dokumen yang diurus telah diterbitkan.

Adapun Tujuan dari. penyusunan SOP Kecamatan Manggala
secara umum adalah sebagai berikut:

1. Sebaga pedoman seluruh jgjaran aparatur pemerintah kecamatan
sampai unit terkecilnya dalam hal pelaksanakan berbagai kegiatan
baik yang bersifat administratif maupun yang bersidat teknis

2. Menjaga ketertiban penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

3. Sebagai upayadalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik,
yang efektif, efisen, transparan, dan akuntabel.

Secara umum SOP dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:



46

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis
SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan
bersifat teknis. Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga
tidak ada kemungkinankemungkinan variasi lain. SOP teknis banyak
digunakan pada bidang-bidang antara lain: teknik, seperti: perakitan
kendaraan bermotor, pemeliharaan kendaraan, pengoperasian alat-
alat, dan lainnya; kesehatan, pengoperasian dat-alat mesin,
pengurusan - barang, dan lain-lain. Dalam penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, Pada Unit Kecamatan Manggala, SOP
teknis dapat diterapkan pada bidang bidang antara lain: pelayanan
permohonan surat keterangan, pemeliharaan sarana dan prasarana,
pemeriksaan keuangan - (auditing), kearsipan, korespondensi,
dokumentasi, pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, kepegawaian
dan lainnya.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administratif
SOP administratif adalah standar prosedur yang
diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif.
Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan lingkup makro,
SOP administratif dapat digunakan untuk prosesproses perencanaan,
pengganggaran, dan lainnya, atau secaragaris besar prosesproses dalam
siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam lingkup
mikro, SOP administratif disusun untuk proses-proses administratif

dalam operasiona seluruh instansi pemerintah, dari mulai level unit
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organisas yang paling kecil sasmpai pada level organisasi secara utuh,

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Prosedur dan tata cara penerbitan KTP/KK/Surat Pindah melalui
beberapa tahapan sgak dari tingkat kelurahan sampai dengan kecamatan.
Urutan proses secara lengkap sebagai berikut:

1. Prosesdi Kelurahan:

a. Pemohon meminta Surat Pengantar dari RT/RW kemudian
menyampakan Surat Pengantar ke Desa/Kelurahan dengan
melampirkan persyaratan yang dibutuhkan;

b. Pemohon mengisi formulir permohonan KTP, setelah itu petugas di
Desa/Kelurahan menerima dan meneliti  kelengkapan berkas
persyaratan;

c. Petugas di DesalKelurahan mencatainya dalam Buku Harian
Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk
Penduduk (BIP);

d. Lurah menandatangani formulir permohonan KTP,

e. Pemohon atau petugas Desa/K elurahan menyerahkan formulir yang
telah diisi dan dilampiri persyaratan ke Kecamatan

2. Prosesdi Kecamatan:
a. Petugas di Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas
persyaratan kemudian mencatatnya dalam Buku Harian Peristiwa
Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk

(BIP);
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b. Petugas pendaftaran penduduk tingkat K ecamatan menerbitkan KTP;

c. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;

d. Petugas Kecamatan yang diberi Surat Perintah (SP) oleh Camat
menyampaikan KTP kepada Instansi Pelaksana berikut kelengkapan
berkas persyaratan serta Surat Pengantar yang ditandatangani oleh
Camat atau Kepala Seksi Pemerintahan yang memuat daftar nama
pemohon KTP;

e. Petugas pendaftaran penduduk pada Instansi. Pelaksana melakukan
verifikasi dan validasi KTP, kemudian diparaf oleh pejabat teknis
pada Bidang Pendaftaran Penduduk, selanjutnya ditandatangani oleh
Kepalalnstans Pelaksana;

f.  KTP yang telah ditandatangani oleh Kepala Instans Pelaksana,
selanjutnya diambil ofeh: Petugas Kecamatan untuk diserahkan
kepada pemohon

Penyel esai an penerbitan dan penandaianganan K TP adalah paling
lambat selama 14 hari kerjaterhitung sejak berkas diterimadan dinyatakan
lengkap oleh petugas K ecamatan.

3. Prosesdi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:
a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base
kependudukan;
b. Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP,
c. Penerbitan KTP Bagi Orang Asing Tinggal Tetap

d. Persyaratan KTP Bagi Orang Asing Tinggal Tetap sebagai berikut:
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1) Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin

2) Fotocopy KK

3) Fotocopy Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum
berusia 17 tahun

4) Fotocopy AktaKelahiran

5) Fotocopy Paspor dan Izin Tinggal Tetap

6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian

B. Etika Pegawai dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan M anggala

Kota M akassar

Pemerintah Kecamatan Manggala merupakan salah satu dari 14
Kecamatan di Kota Makassar dengan luas wilayah 24,14 kilometer persegi atau
sekitar 13.17% dari luas wilayah KotaM akassar yang tebagi kedalam 8 wialyah
Kelurahan. Kecamatan Manggala Berorientasi pada tugas pelayanan publik,
dengan mengedepankan azas-azas dalam tata kelola pemerintahan yang baik
(good governace) maka perlu didukung oleh segenap stakeholder yang ada di
Kecamatan Manggala, guna mengoptimalkan pencapaian vis dan mis

Kecamatan.

Etika pegawa merupakan tolak ukur utama tercapainya pelayanan
publik yang efektif, dan merupakan suatu penilaian terhadap kinerjapemerintah
yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah
berdasarkan pelayanan yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak
langsung. Para pelayan publik baik dari jabatan struktural yang paling tertinggi

sampa paing bawah bahkan sampai staff loket pelayanan pun memiliki
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tanggungjawab yang besar terhadap publik, dan tentunya sikap dan perilaku
mereka kepada publik juga merupakan penentu keberhasilan mereka kepada
masyarakat sebagai konsumen pelayanan, karena selama ini jika mendengar
kata “perilaku birokrasi atau proses pelayanan administrasi” telah termindset
dalam pikiran masyarakat bahwa mereka akan menghadapi perilaku pelayanan
yang prosedurnya sangat rumit, cenderung berbelit-belit, tidak adanyakepastian
waktu yang konsisten serta pemungutan biaya liar yang tidak sesuai dan
selalunya mengatasnamakan “biaya administrasi” sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan prima adalah
pelayanan yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel. Tentunya hal ini
telah membuat masyarakat semakin malas dan enggan dalam mengurus

dokumen perizinan yang sangat penting peranannya.

Konsep pelayanan publik dalam pemerintahan berkaitan erat dengan
peran dan fungsi lembaga pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan
yang harus diikuti dengan tanggung jawab dan melakukan pelayanan dengan
mengedepankan kesamaan dan kesetiaan dalam pelayanan publik yang di ikuti
dengan respon cepat tanggap pegawa dalam menjalankan tugasnya sebagai
penyedialayanan. Berdasarkan temuan diatas, maka peneliti membahas secara

rinci hasil dari temuan tersebut antara lain sebagai berikut:

Peran etika pegawal dalam dalam pelayanan publik sangat penting
khususnyadalam pelayanan di Kantor kecamatan dan kantor kel urahan sebagai

upaya memberikan pelayanan sesuai dengan aturan dan kode etik yang telah
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dibuat, sehingga dengan pelayanan yang baik, vis dan misi yang telah
dirancang sebagai tujuan dari peyelanggaraan layanan publik dapat tercapai.
Disamping itu, diharapkan dengan menerapkan kode etik dalam memberikan
pel ayanan kepada masyarakat dapat menghilangkan anggapan pelayanan pilih
kasih dalam masyarakat sehingga tidak ada yang merasa dibedakan dengan
yang lain. Dalam konteks pelayanan publik, akuntabilitas adalah suatu ukuran
yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan
pelayanan dengan ukuran nila atau norma eksternal yang ada di masyarakat
atau yang dimiliki oleh para stakeholders. Sedangkan responsivitas pelayanan
pemerintahan menjadi sangat dibutuhkan masyarakat ketika masyarakat
membutuhkan pelayanan perizinan yang berkualitas.

Oleh karena 1tu pemerintah. perlu mencari solusi untuk mengatasi
masalah-masalah tersebut terutama dalam mengembalikan kepercayaan
masyarakat terhadap perilaku pegawal dalam memberikan pelayanan, salah satu
cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah penerapan etika pegawai

dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian
yang bersifat deskriptif tentang penerapan etika pegawai dalam pelayanan
publik di Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar, sehingga penéliti
berupaya mengungkap, menggali kemudian mendeskripsikan masal ah tersebut.
Penelitian ini terdiri dari data— data yang didapatkan melalui hasil wawancara,
observas, serta dokumentasi. Dimana pada penelitian ini, peneliti berfokus

mengkaji persamaan (equality), kesetiaan/loyalitas (loyality) dan tanggung
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jawab (responsibility) pegawai kantor Kecamatan Manggala guna mengetahui
seberapa jauh dan bagaimana bentuk implementas etika pegawa dalam

pelayanan publik di kantor Kecamatan Manggala, kota makassar.

a. Persamaan (Equality) yangdiberikan penyelenggar a pelayanan publik
di Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar kepada
pelanggannya dalam hal ini masyarakat K ecamatan Manggala.

Dari hasil penelitian yang |akukan di Kantor Kecamatan Manggala
kota makassar, dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pegawai -di Kantor Kecamatan
Manggala belum maksimal dalam ha  persamaan (equality) dalam
pelayanan yang diberikan.

1) Persamaan Pelayanan
Persamaan (Equality) yaitu persamaan pelayanan yang
diberikan oleh pegawai kantor Kecamatan Manggala mampu
memberikan apa yang masyarakat inginkan, yang diukur dari
penggunaan jasa, misalnya kepuasan masyarakat atau keluhan
Mmasyarakat.

Berdasarakan hasil wawancara mengenal equality dengan M1

menyatakan bahwa:

“Kuadlitas pelayanan di kantor camat manggala sudah
lumayan bagus, karena para pegawa sudah bisa bertindak
adil dan tidak memberikan perlakuan yang berbeda dalam
memberikan pelayanan, hanya sgjaterkadang pegawal masih
lamban dalam memberikan pelayanan.”  (Sumber:
Wawancara dengan masyarakat padatanggal 12 Juni 2019)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa

pelayanan di Kantor Kecamatan Manggala sudah cukup bagus
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walaupun memang belum sepenuhnya memuaskan dimana pegawai
kecamatan di anggap masih beulm cukup tanggap dalam memberikan
umpan balik kepada masyaratat terhadap kelengkapan berkas dan
proses pembuatan yang dianggap masih lamban tetapi walaupun
demikian pegawai Kantor Kecamatan Manggala sudah dapat
bertindak secara adil dan tidak memberikan perlakuan yang berbeda
dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat hal ini
dikarenakan adanya prinsip persamaan (equality) yang diterapkan
oleh pegawal Kecamatan Manggala

Selanjutnya M2 menjelaskan lebih jauh tentang persamaan
pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kantor Kecamatan Manggala
dengan pernyataan sebagal berikut:

“Segjauh ini pelayanan di kantor camat belum terlalu maksimal
tetapi saya rasa mereka sudah melakukan tugasnya dengan
baik karena mereka sudah bisa memberikan bantuan seperti
saat saya megurus KTP , Ibu A sudah bisa membantu saya
dengan baik hanya sgja saat saya mengurus pembuatan KTP,
saya harus menunggu karena pegawai nya belum datang.”
(Sumber: Wawancara dengan masyarakat pada tanggal 12
Juni 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat di ketahui bahwa
perilaku pegawai dalam pelayanan publik pada Kantor Kecamatan
Manggala masih belum baik terutama tindakan pegawa Kantor
Kecamatan Manggala dalam menerima dan mengurus pelayanan
perizinan dari masyarakat yang dianggap masih belum maksimal oleh

masyarakat walaupun pegawa Kantor Kecamatan Manggaa

mengatakan telah memperhatikan ketelitian dalam memeriksa
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kelengkapan dokumen perizinan yang di gukan oleh masyarakat.
Disamping itu pelayanan dalam penerbitan surat pengantar pembuatan
KTP dan Keterangan tidak mampu masih di anggap belum maksimal
oleh beberapa masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi
di Kantor Kecamatan Manggala.

Lebih lanjut wawancara di lakukan dengan M3 untuk
mendapatkan - informasi  terkait dengan etika pelayanan pegawai
Kantor Kecamatan Manggaa dalam memberikan pelayaanan
administrasi dalam hal equality. Kemudian M3 memberikan
pernyataan sebagai berikut:

“Secara keseluruhan saya belum puas dengan pelayanan di
kantor camat manggala karena saat ini sayaingin melakukan
penelitan di- kantor-camat manggal a tetapi respon pegawai
kantor camat kurang bagus dimana saat saya meminta waktu
untuk wawancara sangat susah padahal yang lain bisa
dilayani dengan baik....” (Sumber : Wawancara dengan
masyarakat padatanggal 12 Juni 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut diatas dapat
diketahui bahwa, dalam hal kualitas pelayanan, tingkat kepuasan
masyarakat dapat dikatakan cukup hanya sgja tingkat kepuasan
masyarakat belum maksimal walaupun pegawai Kantor Kecamatan
Manggala tidak melakukan tindakan deskriminasi dan pilih kasih
dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tetapi masih ada
masyarakat yang memberikan keluhan terhadap pelayanan yang
diberikan oleh pegawai kantor Kecamatan Manggala. Salah satu hal

yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat terhadap kualitas dan
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persamaan pelayanan yang di berikan oleh pegawai kantor Kecamatan
Manggala, adalah lambatnya proses follow up terhadap kebutuhan
warga masyarakat. Lebih lanjut, sehubungan dengan kualitas
pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kecamatan Manggala dalam
hal persamaan pelayanan masih sangat rendah jika berkaitan dengan
kebutuhan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di kantor
tersebut dimana terjadi gap perbedaan pelayanan antara pelayanan
pegawal kantor kecamatan dengan warga masyarakat dan pelayanan
pegawai kantor kecamatan dengan mahasiswa yang ingin melakukan
penelitian ditempat tersebut, hal ini menandakan bahwa ada perilaku
pilih kasih yang dilakukan oleh pegawal kantor kecamatan jika
melayani mashasiswa yang-ingin melakukan penelitian. Hal ini juga
mempengaruhi  profesionalisme  pegawai  kantor kecamatan
masyarakat dalam menja ankan tugasnya.

Disamping equality diterapkan dalam pelayanan antara
pegawai Kantor Kecamatan Manggala, juga diterapkan dalam lingkup
antar pegawai dikantor tersebut. Berdasarakan hasil wawancara
mengenai equality dengan KS menyatakan bahwa:

“Dalam hal equality yang diterapkan di kantor camat

manggala, semua pegawal terlibat dalam merancang dan

memutuskan berbagal kebijakan jadi mereka dapat
memberikan pendapat dan masukan sehingga dalam
pelaksanaannya nanti para pegawai tersebut dapat percaya
diri dengan tugas yang diberikan serta memiliki keyakinan

untuk menyelesaikannya dengan maksimal”. (Sumber:
Wawancara dengan Kepala Seksi padatangga 12 Juni 2019).
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahi
bahwa dalam hal equality yang diterapkan di Kantor Kecamatan
Manggala dalam lingkup sesama pegawai Kantor Kecamatan sudah
sangat bagus hal ini dilihat dari kondisi lingkungan kerja antar sesama
pegawai begitu kondusif dimana tidak terjadi konflik kepentingan
antar sesame pegawai hal ini dikarenakan semua pegawai dilibatkan
dalam penyususnan kebijakan yang akan di terapkan di lingkup
Kantor Kecamatan Manggala dimana semua pegawal diberikan
wewenang dan hak untuk memberikan pendapat dan masukan sesual
dengan kebijakan yang akan dibuat. Oleh karena itu, semua pegawai
diharapkan mampu melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan
sebalk mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selanjutnya untuk - memperdalam informasi  mengenai
kualitas pelayanan dalam hal persamaan yang diterapkan di lingkup
Kantor Kecamatan Manggala, maka peneliti melakukan wawancara
dan klarifikass dengan beberapa pegawai Kantor Kecamatan
Manggala. Adapun pernyataan dari PEG1 salah satu pegawal kantor
kecamtan manggala menyatakan bahwa:

“Prinsip kesamaan sudah diterapkan di kantor camat

manggala, dimana tidak ada deskriminasi antara sesama

pegawai disamping itu tidak adajarak yang terlalu jauh antara
bawahan dan atasan, kami juga telah berusaha memberikan
pelayanan yang maksimal dan adil kepada masyaratat dimana
kami sudah berusaha bersikap professiona dalam bekerja
seperti memberikan perlakuan yang sama antara orang yang

kita kenal dan yang tidak kita kena yang membutuhkan
pelayanan di kantor camat manggala”. (Sumber: Wawancara
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dengan Pegawai Kantor camat manggal a padatanggal 12 Juni
2019).

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa
prinsip kesamaan (equality) telah diterapkan di lingkup Kantor
Kecamatan Manggala dan telah di indahkan oleh para pegawai kantor
seperti dalam proses interaks sehari-hari sudah tidak ada perilaku
deksriminasl antara sesama- pegawa dalam lingkup Kantor
Kecamatan Manggala Disamping itu, para pegawai terus berusaha
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan
berusaha bersikap professional dalam memberikan pelayanan.

Selanjutnya PEG2 salah satu pegawai Kantor Kecamtan
Manggala menyatakan bahwa :

“Saya rasa konsep- persamaan atau equality di kantor

kecamatan manggala sudah diterapkan dengan baik seperti

halnya tidek ada deskriminasi akan jabaian serta kami
senantiasa melakukan rapat bersama dalam membahas suatu
masal ah atau dal am menyusun suatu kebijakan sehinggakami
memiliki kesamaan hak dalam memberikan pendapat”.

(Sumber: Wawancara dengan Pegawa Kantor camat

manggala padatanggal 12 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan
bahwa dalam hal penerapaan equality pada kantor Kecamatan
Manggala dalam bentuk interaks antar sesama pegawai kantor
Kecamatan Manggala sudah baik karena mereka turut terlibat dalam
kegiatan pengambilan keputusan oleh pimpinan yang membuat

merekatidak kaku dan yakin kedepannya dalam menyel esaikan tugas

karena mereka memiliki berbagai informasi tambahan dalam rapat
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yang memampukan mereka menyel esaikan tugas dengan percaya diri

dan tentunya sesuai dengan harapan pimpinan.

Kualitas Professional

Kualitas professional merupakan pelayanan yang diberikan
oleh pegawai kantor Kecamatan Manggala kepada masyarakat yang
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan standar
operasional prosedur (SOP) dan standar profesional yang telah
ditetapkan sehingga dapat dipercaya untuk menghasilkan jasa yang
diinginkan.

Berdasarakan hasil wawancara mengenal profesionalisme
pegawai Kantor Kecamatan Manggala dengan M1 menyatakan
bahwa:

“Rata-rata pegawa kantor kecamatan manggala dapat
bersikap dan berperilaku professional dalam memberikan
pelayanan hanya sgja seperti yang sayakatakana sebelumnya
pegawai kantor camat masih lamban atau kurang cepat
dalam memberikan pelayanan sehingga terkadang kita
menghabiskan banyak waktu di kantor camat.” (Sumber :
Wawancara dengan masyarakat padatanggal 12 Juni 2019)
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa rata-

ratapegawal sudah dapat bersikap dan berperilaku secara professiona
hanya saja belum maksimal hal ini dikarenakan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya masih terdapat pegawai yang memberikan

pelayanan yang belum memuaskan dimana dalam memberikan

pelayanan pegawai tersebut belum cepat tanggap sehingga masyarakat
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harus meluankan lebih banyak waktu untuk berada di Kantor
K ecamatatan Manggala dalam meyel asaikan urusan administrasinya.

Selanjutnya M2 memberikan pernyataan pernyataan sebagal
berikut:

R hanya saja saat saya mengurus pembuatan KTP, saya
harus menunggu karena pegawa nya belum datang.”
(Sumber: Wawancara dengan masyarakat pada tanggal 12
Juni 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui
bahwa sikep pegawal dalam hal kedisiplinan belum sepenuhnya
memuaskan hal ini dikarenakan masih terdapat pegawai yang datang
tidak tepat waktu sesua dengan jam operasional yang ditentukan di
Kantor Kecamatan Manggala. Oleh karenaitu, keterlambatan pegawai
akan berakibat pada pengurusan administrasi masyaraket yang ikut
terhambat.

Lebih lanjut wawancara mengenai kualitas profesionalisme
pegava Kantor Kecamatan Manggala bersama dengan M3
memberikan pernyataan sebagal berikut:

“Secara keseluruhan saya belum puas dengan pelayanan di
kantor camat manggala karena saat ini sayaingin melakukan
penelitan di kantor camat manggala tetapi respon pegawai
kantor camat kurang bagus dimana saat saya meminta waktu
untuk wawancara sangat susah padaha yang lain bisa
dilayani dengan baik....” (Sumber : Wawancara dengan
masyarakat padatanggal 12 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dalam hal

kualitas prosesiona yang diberikan oleh pegawai kantor Kecamatan

Manggala maka dapat diketahui bahwa rata-rata pegawai kantor
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Kecamatan Manggala dapat bersikap dan berperilaku professional
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehigga dapat
memberikan kepuasan yang optimal. Hanya sgja tidak semua dari
pegawai kantor kecamatan dapat bekerja secara professiona hal ini
terjadi karena rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan dimana
masih terdapat beberapa pegawal yang tidak menerapkan pelayanan
sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga mempengaruhi kinerja
karyawan dan  menyebabkan = rendahnya  kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan kantor Kecamatan Manggala yang disebabkan
oleh beberapa pegawai yang kurang professional dalam hal bekerja.
Sehubungan dengan kualitas professiona yang diterapkan
dalam lingkup kantor-K ecamatan Manggala, maka peneliti mel akukan
wawancara dengan bebergpa informan dalam lingkup kantor
Kecamatan Manggal a.
Berdasarkan hasi| wawancara dengan K S menyatakan bahwa:
“Dalam hal kesamaan proses yang diberikan oleh pegawai
kantor kecamatan manggala sudah sangat baik walaupun
memang kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat belum maksimal hal ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor seperti kondisi kantor dimana terkadang
banyak masyarakat yang datang sehingga memberikan
tekananan kepada pegawai kantor kecamatan dan
kelengkapan berkas yang tidak memadai sehingga terkadang
mempengaruhi kinerja dan profesionalisme pegawai.”
(Sumber: Wawancara dengan Kepala Seksi pada tanggal 12
Juni 2019).
Berdasakan hasil wawancara tersebut di atas, dalam hal

kesamaan proses yang yang mengacu pada profesionalisme pegawai
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kantor Kecamatan Manggala yang diberikan oleh pegawai kantor
Kecamatan Manggala sudah sangat baik hanyasgja, kecepatan dalam
pelayanan belum maksimal sebagaimana mestinya hal ini dipengaruhi
oleh beberapa faktor seperti kondisi kantor dimana terkadang banyak
masyarakat yang datang sehingga memberikan tekananan kepada
pegawai kantor kecamatan dan kelengkapan berkas yang tidak
memadai . Tetapi pada akhrinyamereka dapat mengatasi masalah yang
terjadi selama proses pelayanan berlangsung.

Lebih lanjut PEG1 salah satu pegawai kantor kecamtan

manggala menyatakan bahwa :

= g kami sudah berusaha bersikap professional dalam

bekerja seperti _memberikan perlakuan yang sama antara

orang yang -kita“kenal dan yang tidak kita kena yang
membutuhkan. - pelayanan di kantor camat manggala”.

(Sumber: Wawancara dengan Pegawai Kantor camat

manggala pada tanggal 12 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancaratersebut dapat diketahui bahwa
pegawal Kantor Kecamatan Manggala sudah berusaha memberikan
pelayanan yang maksimal dan bersikap professional hanyasajatidak
dapat dipungkiri terkadang beberapa hal terjadi tidak sesuai dengan
rencana yang telah disusun dan berakibat dengan kepuasanan
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Selanjutnya PEG2 salah satu pegawal kantor kecamtan

manggala menyatakan bahwa:

“Kami di kantor kecamatan manggala sudah berusaha
bersikap professional dalam bekerja’. (Sumber: Wawancara
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dengan Pegawal Kantor camat manggal a padatanggal 12 Juni
2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor
Kecamatan Manggala dapat di ketahui bahwa pada dasarnya pegawai
Kantor Kecamatan Manggal a seharusnya bersikap professional dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagali aparatur sipil
Negara disamping itu mereka harus dapat mejalakan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing sesua dengan standar operasional prosedur
yang berlaku sehingga menciptakan pelayanan yang berkualitas dan
professional.

Lebih jauh pelayanan yang diberikan oleh Kantor
Kecamatan Manggala bukan hanya dalam bentuk lisan tetapi juga
dalan bentuk perilaku  dalam proses pelayanannya. Dalam hal
pelayanan lisan pegawal Kantor Kecamatan Manggala sudah bagus
dimana pergawal kantor tersebut sudah dapat menjalankan tugasnya
dengan memberikan penjelasan dan informas kepada masyarakat
yang membutuhkan. Hanya sgja dalam hal layanan dengan bentuk
perbuatan dalam proses pelayanan tersebut dikantor Kecamatan
Manggala belum optimal. Walaupun layanan dalam bentuk perilaku
berhubungan dengan layanan dalam bentuk lisan hanya saja beberapa
pegawai Kantor Kecamatan Manggala kurang sopan dan ramah saat
memberikan pel ayanan walaupun dapat memberikan informasi secara

lisan dengan baik.
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b. Kesetiaan (Loyality) yang diberikan penyelenggara pelayanan publik
di Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar kepada
pelanggannya dalam hal ini masyarakat K ecamatan Manggala.

Loyalitas pelayanan adalah perilaku untuk membangun kesetiaan,
kepercayaan dan kemudahaan pelayanan yang diberikan sehingga
menci ptakan kepuasan pelayanan. Disamping itu, Loyality adalah kesetian
yang diberikan oleh pimpinan dan rekan kerja dalam bekerja serta kesetian
yang berikan oleh pegawal kepada masyarakat. Berbagai jenis kesetiaan
tersebut berhubungan satu sama lain, dan tidak ada kesetiaan yang harus
diberi kepada satu jenis kesetiaan tertentu sgja.

Adapun wawancara yang dilakukan bersama KS salah satu
pegawai kantor kecamtan manggal a menyatakan bahwa :

“.Untuk ‘'memutuskan suatu  kebijakan, kami tetap

melibatkan para, pegawa dalam pengambilan keputusan

tertentu terutama dalam peningkatan pelayanan. Karena kami

meyadari bahwa loyalitas dan kepercayaan sangat penting

dalam bekerja”. (Sumber: Wawancara dengan Pegawal
Kantor camat manggala pada tanggal 12 Juni 2019).

Berdarakan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwan
peningkatan loyalitas menjadi bagian penting dalam meningkatkan
kinerja pegawa di Kantor Kecamatan Manggala. Dalam
meningkatnya kinerja pegawai tidak hanya didukung oleh keahlian
dan pengetahuan pegawai, tetapi juga harus didukung oleh sikap dan
perilaku pegawai. Oleh karena itu, keterlibatan semua pegawai di
Kantor Kecamatan Manggala dalam semua hal terkait dengan

operasional kantor sangat lah penting untuk di laksakan dengan
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memberikan perilaku yang transparan dan mmberikan kepecayaan
antara sesama pegawai di Kantor Kecamatan Manggala.
Adapun salah satu pegawai kantor kecamtan manggala yaitu
PEG1 menyatakan bahwa:
“Kami berusaha bersikap loyal dengan memberikan
pelayaanan yang diberikan maksimal bak itu antara atasan
dan karyawan, antara sesamateman kerjadan antarakaryawan
dan masyarakat menitip beratkan terhadap kepuasan

pelayanan yang diberikan”. (Sumber: Wawancara dengan
Pegawal Kantor camat manggala padatanggal 12 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
pelayaanan yang diberikan baik itu antara atasan dan karyawan, antara
sesama teman kerja dan antara karyawan dan masyarakat menitip
beratkan terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan yang
merupakan pengukuran gap antara harapan masyarakat dengan
kenyataan yang merekaterima atau yang dirasakan terhadap pelayanan
publik di Kantor Kecamatan Manggaa. Sehingga diharapkan
pelayanan dapat dilakukan secara maksimal dan interaski yang terjadi
di lingkungan kantor Kecamatan Manggala dapat terjain secara
kondusif.

Selanjutnya PEG2 menyatakan bahwa :

“Salah satu hal yang paling penting dalam penyelenggaraan

pelayanan publik yang diterapkan dikantor kecamatan

manggala adalah loyalitas pelayanan dengan memberikan
kemudahan atas pelayanan dan jasa yang dibutuhkan oleh
masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa nyaman
dengan sebuah kualitas pelayanan dan jasa.” (Sumber:

Wawancara dengan Pegawal Kantor camat manggala pada
tanggal 12 Juni 2019).
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dalam pendlitian

yang dilakukan di Kantor Kecamatan Manggala, peneliti menemukan tiga

hal yang berhubungan dengan kesetiaan (loyaility) terhadap pelayanan

publik yang berikan di kantor Kecamatan Manggala antara lain sebagai

berikut:

1)

2)

Dalam menjalakan tugasnya sebagai pegawai pemerintah maka salah
satu aspek yang sangat penting adalah pemberian kepercayaan, yaitu
kemauan seseorang pegawai untuk memberikan kepecayaan kepada
masyarakat untuk melakukan atau menjaankan sebuah fungsi.
Dikantor Kecamatan Manggala sendiri, unsur kepercayaan sangat
penting sehingga terjalin suasana bekerja yang kondusif.

Salah satu hal yang paling penting dalam penyelenggaraan pelayanan
publik yang diterapkan dikantor Kecamatan M anggala adalah dengan
memberikan kemudahan atas pelayanan dan jasa yang dibutuhkan
oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa nyaman dengan
sebuah kudlitas pelayanan dan jasa ketika Stuas mereka
membutuhkan pelayanan dengan memberikan kemudahan. Sebagai
contoh, pelayanan pengurusan KTP atau pengurusan surat-surat
lainnya di kantor Kecamatan Manggala di lakukan sesuai dengan
prosedur yang ada dan memberikan kemudahan kepada masyarakat
dimana masyarakat diberikan akses informasi serta memberikan
bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dan bingung

saat mengurus sesuatu hal di kantor Kecamatan manggala.
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c. Tanggung jawab (Responsibility) yang diberikan penyelenggara
pelayanan publik di Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar
kepada pelanggannya dalam hal ini masyarakat Kecamatan
Manggala.

Salah satu aspek penting dalam pelayanan yang diberikan oleh
pegawai pemerintahan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab pelayanan
pegawai pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
mencakup beberapa hal yaitu tanggung jawab dalam mengemban dan
mel asanakan tugas pel ayanan kepada masyarakat secara profesional, dalam
konteks berkualites, memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan
yang dikeluhkan oleh masyarakat, tanggung jawab dalam
mempertanggungjawabkan tugasnyatermasuk dampak negatif, yang timbul
ataupun kegagalan dalam proses pelayanan, serta tanggung jawab dalam
mengakui kesalahan secara-ikhlas dan bersedia untuk meningkatkan
kualitas pel ayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tanggung jawab pegawai
kantor Kecamatan Manggala dalam memberikan pelayanan, KS
menyatakan bahwa:

“Kami sudah berusaha maksimal dalam bekerja dan memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tapi saya masih kurang
puas dengan tanggungjawab yang dilakukan oleh beberapa pegawai
di tempat ini terutama banyak prosedur yang salah, masih banyak
pegawai yang datang terlambat, waktu melayani yang lama, bahkan
ketelitian dalam hal pengetikan juga kadang masih kurang sehingga
saya yang harus mengoreksi kembali berkas-berkas dokumen yang

ada”. (Sumber : Wawancara dengan Kepala Seksi pada tanggal 12
Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dismpulkan bahwa
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daam ha tanggungjawab yang dilaksanakan oleh pegawa kantor
K ecamatan Manggal a terutama dalam melayani masyarakat maupun dalam
mengerjakan tugasnya masih kurang baik dan belum optimal, dimana
masyarakat masih kurang puas dengan kualitas pelayanan kantor
Kecamatan Manggala yang disebabkan oleh rendahnya implementasi
tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat
dipengaruhi oleh pimpinan kurang melakukan evaluasi terutama untuk
meningkatkan kinerja pegawai, masih terdapat pegawa yang datang
terlambat, istrahat ebih awal dan tidak betah tinggal di dalam ruang kerja,
masih kurang tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugas.
Adapun PEG1 memberikan pernyataan dalam hal tanggung jawab
pegawai dalam memberikan pelayanan sebagal berikut:
“Pelayanan dan bentuk tanggung jawab pegawal kantor kecamatan
manggala menurut saya sudah dapat dikatakan baik terlihat dari
keikhlasan pegawai pemerintah kantor kecamatan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana pegawai yang
melayani tidak meminta pungutan liar kepada masyarakat dan tidak
mengharap imblanan atas pelayanan yang diberikan.” (Sumber :

Wawancara dengan Pegawai Kantor camat manggal a pada tanggal
12 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa
pelayanan dan bentuk tanggung jawab pegawa Kantor Kecamatan
Manggala dapat dikatakan baik terlihat dari keikhlasan pegawai pemerintah
Kantor Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
dimana pegawai yang melayani tidak meminta pungutan liar kepada
masyarakat dan tidak mengharap imblanan atas pelayanan yang diberikan.

Selanjutnya PEG2 memberikan pernyataan dalam hal tanggung
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jawab pegawai dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:
“Daam kaitannya dengan tanggung jawab, kami pegawai kantor
kecamatan manggala mau memikul akibat resiko dan tanggung
jawab atas kesalahan yang terjadi, bersedia untuk mengakui
kesalahannya, bersedia untuk memperbaiki kesalahannya secepat
mungkin dan memikul akibat dari perilaku, tindakan keputusan dan
ucapan yang salah” (Sumber : Wawancara dengan Pegawai Kantor
camat manggala pada tanggal 12 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pegawai
Kantor Kecamatan-Manggala mau memikul akibat resiko dan tanggung
jawab yang terpaut pada kedudukan, kewenangan dan tugas yang
dilaksanakannya. Serta, kewajiban untuk mengakui kesalahannya, bersedia
untuk mengakui kesalahannya, bersedia untuk memperbaiki kesalahannya
secepat mungkin dan memikul akibat dari perilaku, tindakan keputusan dan
ucapan yang salah. Walaupun- tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan
Kantor Kecamatan Manggala belum baik jika ditinjau secara keseluruhan
yang disebabkan oleh sikap dan perilaku pegawa Kantor Kecamatan
Manggala yang masih kurang ramah kepada masyarakai.

Kemudian pernyataan dari masyarakat yang menilai kinerja dan
tanggungjawab pegawal Kantor Kecamatan Manggala dalam memberikan

pelayanan adminstrasi publik antara lain berdasarakan hasil wawancara

dengan M1 menyatakan bahwa:

“Saya kurang puas dengan pelayanan perizinan, selain prosedurnya
yang lama sistem nomor antrian yang tidak berfungsi secara
maksimal disamping itu pelayanan kantor kecamatan manggala
belum baik jika ditinjau secara keseluruhan yang disebabkan oleh
sikap dan perilaku pegawai kantor kecamatan manggala yang masih
kurang ramah kepada masyarakat sehingga terkadang pegawai
kantor camat lalai akan tanggung jawabnya”. (Sumber : Wawancara
dengan masyarakat padatanggal 12 Juni 2019)
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui
bahwa tanggung jawab pegawa dalam memberikan pelayanan
pemerintahan di Kantor Kecamatan Manggala belum maksimal
karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan
Kantor Kecamatan Manggala masih sangat rendah dan belum
maksimal. Hal ini disebababkan oleh perilaku pegawa Kantor
Kecamatan Manggala yang terkadang tidak mengindahkan SOP
menegal pelayanan yang berlaku dan terkadang megaibaikan sikap
profesionalismenya dalam memberikan pelayanan kepada mayarakat.

Selanjutnya M2 memberikan pernyataan pernyataan sebagal
berikut:

“Saya merasa sedikit puas dengan pelayanan yang diberikan

karena waktu yang lama. Namun ha itu terjadi karena

dokumen yang tidak lengkap, para pegawai sangat teliti
dalam mengoreks kelengkapan dokumen, saya sudah dua
kali datang dalam waktu sehari namun dokumen saya belum

selesal diurus”. (Sumber : Wawancara dengan masyarakat
padatanggal 12 Juni 2019)

Dari hasil penelitian yang di lakukan peneliti, tentang etika
pegawa dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Manggala
dapat bahwa penerapan etika pegawai dalam pelayanan publik yang
dilakukan oleh pegawai di kantor kecamatan maggala sudah lumayan
baik hanya sgja masih belum masuk dalam kategori pelayanan yang
sangat baik. Ha ini dapat diketahui dari hasil observasi yang
dilakukan oleh peneliti dimana, pada saat observasi ditemukan bahwa

pelayanan yang di berkan pegawa di kantor Kecamatan Manggala
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masih kurang kondusif dimana ada masyarakat yang memberikan
keluhan terhadap kinerja pegawai, ha ini diperdalam dengan hasil
wawancara dengan beberapa informan yang meliputi warga
masyarakat kecamatan maggala terhadap pelayanan pegawai
kecamatan yang dianggap belum terlalu memuaskan walau secara
keseluhuran pelayanan sudah dilakukan dengan sangat baik
berdasarkan SOP yang ada. Tetapi- walaupun demikian, pegawai
kantor Kecamatan Manggala tetap dapat menjalankan tugasnya
sebagai aparat pemerintahan.

Sedangkan berhubungan dengan implementasi kode etik
terhadap pelayanan publik di kantor Kecamatan Manggala masih
kurang. Hal ini ditunjukkan dari lemahnya komitmen terhadap
implimentasi kode etik dalam pelayanan publik sehinggal hal tersebut
masih perlu di upayakan agar masyarakat semakin yakin bahwa
pelayanan publik betul-betul akuntabel dalam melaksanakan kegiatan
pelayanan publik. Oleh karena itu dalam sistem pemerintahan
penyelenggara pelayanan publik tidak mungkin bisa dilepaskan dari
nilai etika karena hal tersebut berkaitan dengan soal kebaikan dan
keburukan manusia , maka tugas-tugas dari pegawai pelayan publik
pun tidak lepas dari hal-hal yang baik dan buruk.

Oleh karenaitu, pelayan publik memerlukan karakter yang baik
dalam memberikan pelayanan sehingga menciptakan pelayanan yang

kondusif. Sehubungan dengan pelayanan di kantor Kecamatan
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Manggala jika di tinjau dari segi persamaan, pegawa Kecamatan
Manggala belum optimal dalam memberikan kesamaan pelayanan
khususnya dengan adanya intervensi dan perbedaan pelayanan yang
diberikan oleh pegwa kantor Kecamatan Manggala terhadap
mahasiswva. Sedangkan dalam aspek loyality sudah sangat bagus
hanya sgja tanggung jawab pegawai harus dapat ditingkatkan sesuai

dengan SOP yang berlaku.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Daam penerapan etika pegawai dalam pelayanan publik dikantor
kecamatan manggala terdapat tiga indikator yang peneliti kaji, antara lain sebagai

berikut:

1. Persamaan (Equality) yang diberikan penyelenggara pelayanan publik di
Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar kepada masyarakat masih
belum optimal. Hal ini disebapkan oleh rendahnya kudlitas pelayanan yang
diberikan dimana masih terdapat beberapa pegawai yang tidak menerapkan
pelayanan sesuai dengan SOR yang berlaku sehingga mempengaruhi kinerja
pegawai dan menyebabkan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan kantor Kecamatan Manggala.

2. Keseatiaan (Loyality) yang diberikan penyelenggara pelayanan publik di
Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar kepada masyarakat sudah
cukup baik tetapi belum maksimal. Hal ini karena pelayaanan yang diberikan
baik itu antara atasan dan karyawan, antara sesama teman kerja dan antara
karyawan dan masyarakat menitip beratkan terhadap kepuasan pelayanan
yang diberikan yang merupakan pengukuran gap antara harapan masyarakat
dengan kenyataan yang mereka terima atau yang dirasakan terhadap

pelayanan publik di Kantor Kecamatan Manggala. Sehingga diharapkan
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pelayanan dapat dilakukan secara maksma dan interaski yang terjadi di
lingkungan kantor Kecamatan Manggala dapat terjalin secara kondusif.

3. Tanggung jawab (Responsibility) yang diberikan dimana dalam ha ini
ditemukan bahwa masih kurang baik dan belum optimal, dimana masyarakat
masih kurang puas yang kurang puas dengan kualitas pelayanan kantor
Kecamatan Manggala yang disebabkan oleh rendahnya implementasi

tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil  penelitian ini, maka dapatlahlah

dikemukakan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Pemahaman, penghayatan dan-pengamalan aparatur terhadap etika birokras
perlu ditingkatkan. Untuk itu, pembinaan etikabirokrasi kepada aparatur harus
dilakukan secaralebih intensif.

2. Profesiondlitas pelayanan publik perlu ditingkatkian di kantor kecamatan
manggala, antara lain melalui penerapan etika pegawai dengan sungguh-
sungguh oleh semua aparatur.

3. Penerapan etika pegawai oleh aparatur birokrasi perlu keteladanan dari para
pemimpin atau elit birokrasi itu sendiri. Untuk itu diperlukan komitmen para

elit birokrasi untuk menerapkan etika birokrasi dengan baik dan benar.
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INSTRUMENT

PERTANYAAN WAWANCARA

A. PEGAWAI KANTOR KECAMATAN MANGGALA

No. Indikator Butir Pertanyaan

Menurut bapak/ibu bagaimana pelayanan di kantor
1 Generd

kecamatan manggal a secara keseluruhan?

Menurut bapak/ibu bagaimana kualitas persamaan
2 Equality

pelayanan yang bapak/ibu diberikan kepada masyarakata?

Menurut bapak/ibu apakah pegawal kantor kecamatan
3 Equality manggala sudah - professional dalam memberikan

pelayanan?
4 Loyality Menurut ‘bapak/tbu bagaimana kesetiaan (loyality) yang

diterapakan di kantor kecamatan manggala?

Menurut bapak/ibu bagaimana tanggung jawab pegawai
5 Responsibility

kecamatan manggal a dalam memberikan pelayanan?

B. MASYARAKAT KECAMATAN MANGGALA

No.

Indikator

Butir Pertanyaan

General

Menurut bapak/ibu bagaimana pelayanan di kantor

kecamatan manggal a secara keseluruhan?




Menurut bapak/ibu bagaimana kualitas persamaan
Equality pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor kecamatan

manggala?

Menurut bapak/ibu apakah pegawai kantor kecamatan
Loyality manggala sudah professional dalam memberikan

pelayanan?

Menurut bapak/ibu bagaimana tanggung jawab pegawai
Responsibility
kecamatan manggala dalam memberikan pelayanan?
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